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Yth.   

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar 

di - 

Takalar 

 

 

A. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang.  

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024. 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan 

Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota. 
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B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses 

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024 pada pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar 

menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Peraturan mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota: 

 

Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang 

berbunyi: 

 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan 
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan 
pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota; 

 

2. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota: 

 

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: 

 
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan  

     Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. 
 

3. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU (Komisi Pemilihan Umum) 

Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut: 

 

Pasal 13, yang berbunyi: 

 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:  

a. Merencanakan program dan anggaran;  

b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota;  

c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan 

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;  

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

dalam wilayah kerjanya;  
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f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;  

g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;  

h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan 

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:  

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan  

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;  

i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;  

j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;  

k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi 

hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan;  

l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan 

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;  

m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;  

n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;  

o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU 

Provinsi;  

p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan 

dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;  

q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, 

anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi 

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;  

r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;  

s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;  

t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;  

u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan  

v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 14, yang berbunyi: 

 

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota wajib: 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;  

b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota secara adil dan setara;  
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c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;  

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;  

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri 

melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya 

kepada Bawaslu Provinsi;  

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota 

kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di 

Kabupaten/Kota;  

k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan  

l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

4. Peraturan mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): 

 

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: 

 

14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS 
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara 
di tempat pemungutan suara. 
 

5. Peraturan mengenai tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS): 

 

a) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: 

 

(1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat 
di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(1a) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan 
memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon 
anggota KPPS. 

(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU 
Kabupaten/Kota. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU 
Kabupaten/Kota. 

(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 
anggota. 
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b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan 

Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada 

Pasal-Pasal sebagai berikut: 

  

Pasal 26, yang berbunyi: 

 
(1) KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara 

dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS. 
(2) KPPS berkedudukan di TPS. 
 

Pasal 27, yang berbunyi: 

 

(1) KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum 
pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. 

(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu 
susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, 
masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan 
atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan. 

(3) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang, 
dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara 
putaran kedua. 
 

Pasal 28, yang berbunyi: 

 
(1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat 

di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling 
sedikit 30% (tiga puluh persen). 

 

Pasal 29, yang berbunyi: 

 
(1) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 
b. 6 (enam) orang anggota. 

(2) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh 
anggota KPPS. 
 

c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan 

Wakil Walikota, sebagai berikut: 

 
2. Pembentukan KPPS 
 
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, 

dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, 
integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. 

b. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan 
seleksi meliputi: 
1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS; 
2) penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS; 
3) penelitian administrasi calon anggota KPPS; 
4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS; 
5) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS; 
6) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan 
7) penetapan anggota KPPS. 
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c. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS sebagai berikut: 
1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS 

Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, PPS: 
a) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan 
b) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh 

masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 
2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS 

Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, 
PPS: 
a) menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman 

pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran; 
b) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara 

fisik; dan 
c) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota 

KPPS. 
3) Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS 

Dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, 
PPS: 
a) melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti 

kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan 
pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian 
administrasi; 

b) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon 
anggota KPPS; dan 

c) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah 
penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota 
KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara. 

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS 
Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, 
PPS: 
a) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara 

penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah 
berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan 

b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah 
diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 

5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat 
Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, PPS: 
a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon 

anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada 
tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan 
sarana media informasi; dan 

b) menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat; 
c) mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tindak lanjut terhadap 

tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan 
dituangkan dalam berita acara; dan 

d) menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota 
melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan 
KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

6) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS 
Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS: 
a) mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi 

sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah 
tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan 

b) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh 
masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 

7) Penetapan Anggota KPPS 
Dalam penetapan anggota KPPS, PPS: 
a) menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS 

berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS setelah tahapan 
pengumuman hasil seleksi sesuai dengan Jadwal Pembentukan dan Masa 
Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua 
KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan; 
(1) 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai Anggota 

KPPS; dan 
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(2) paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya 
sebagai calon pengganti anggota KPPS; 

b) mengangkat dan melantik calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada 
seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS 
yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak 
memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring; 

c) meminta calon anggota KPPS yang bersangkutan untuk menandatangani 
pakta integritas dengan menggunakan format Pakta Integritas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II; dan 

d) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU 
Kabupaten/Kota melalui PPK. 

d. Ketentuan lain pengangkatan anggota KPPS sebagai berikut: 
1) Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi: 

a) pendaftar seleksi anggota KPPS tidak memenuhi ketentuan yang 
dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran 
tidak ada pendaftar; 

b) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi 
ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan; atau 

c) calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus seleksi meninggal dunia atau 
berhalangan tetap sebelum dilantik dan tidak terdapat calon anggota 
KPPS pada peringkat selanjutnya,  

maka: 
a) KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dapat melakukan penunjukan terhadap 

masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk 
ditetapkan sebagai KPPS; atau 

b) apabila PPS tidak dapat melakukan penunjukan karena tidak ada 
masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS 
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), KPU Kabupaten/Kota melakukan 
kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga 
swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau 
tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi 
persyaratan. 

2) Mekanisme Penunjukan Calon Anggota KPPS 
a) PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota 

KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak 
memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan; 

b) PPS menetapkan kekurangan jumlah kebutuhan calon anggota KPPS 
untuk dipenuhi, yakni sejumlah kekurangan dan dituangkan dalam berita 
acara; 

c) PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya 
kekurangan jumlah calon anggota KPPS dari jumlah yang dibutuhkan; 

d) PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah 
kerja KPPS untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS; dan 

e) PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS 
yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi 
administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang 
dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan. 

3) Mekanisme Kerja Sama dalam Seleksi Calon Anggota KPPS 
a) PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota 

KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak 
memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada masyarakat 
yang berada pada wilayah kerja KPPS memenuhi persyaratan; 

b) PPS menetapkan kekurangan jumlah kebutuhan calon anggota KPPS 
untuk dipenuhi, yakni sejumlah kekurangan dan dituangkan dalam berita 
acara; 

c) PPS menyampaikan kekurangan jumlah calon anggota KPPS kepada 
KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; 

d) KPU Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Bawaslu 
Kabupaten/Kota terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS 
tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan; 

e) KPU Kabupaten/Kota memutuskan lembaga pendidikan, lembaga profesi, 
lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi 
dan/atau tenaga pendidik yang akan bekerja sama dalam proses seleksi 
untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan sesuai 
dengan persyaratan; 
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f) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama calon anggota KPPS 
yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan berdasarkan hasil kerja 
sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya 
masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga 
pendidik kepada PPS melalui PPK; dan 

g) PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS dari 
hasil kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga 
swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau 
tenaga pendidik untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil 
seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi 
yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan 
ketentuan. 
 
 

6. Peraturan mengenai saran perbaikan, rekomendasi dan putusan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024: 

 

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut: 

 

Pasal 139 ayat (2), yang berbunyi: 

 

2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi 

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

 

Pasal 141, yang berbunyi: 

 

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan 
tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi 
dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau 
peringatan tertulis. 
 

Pasal 144 ayat (2), yang berbunyi: 

 

2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan 
Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai 
penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja. 

 

b) Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi: 

 

(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 
dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan: 
a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau 
b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran. 

(3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus 
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran 
perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh 
Pengawas Pemilihan. 

(4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran 
Pemilihan sebagai Temuan. 
 

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



  

 

9 
 

7. Peraturan mengenai ketentuan pidana Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota 

yang melanggar kewajiban: 

 

Pasal 193A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: 

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) 
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) 
 

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai 

perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas 

demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada pelaksanaan pembentukan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Maka Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau untuk: 

 

1. Memastikan persiapan dan pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan 

undang-undang, peraturan dan hukum. 

2. Memastikan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan 

kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

3. Memastikan mengumumkan pendaftaran dan hasil seleksi pembentukan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana 

media informasi. 

4. Memastikan menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat pada 

pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

5. Memastikan penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berasal 

dari anggota masyarakat di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memenuhi 

syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) pada keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

7. Memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan 

bukan dan/atau tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota 

Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun, termasuk di dalamnya tidak menjadi tim 

kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) melalui verifikasi 

dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik. 

9. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan, rekomendasi dan putusan 

Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024. 
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Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

 

        
 
 
 
 
 

            
 
 
Tembusan: 

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan. 
2. Arsip. 
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